ABSTRAK

Maraknya praktik pembentukan harga semu “marking the close” yang terjadi
sering kali membuat beberapa investor ritel yang hendak bertransaksi mengalami
kerugian, namun para investor tersebut cenderung menganggap bahwa kerugian
yang mereka alami memang merupakan resiko berinvestasi. Sikap masyarakat yang
diam tanpa melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan haknya tersebut akan
membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan kegiatan perdagangan efek
sehingga dapat menciptakan pasar yang tidak sehat.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji problematika normatif perlindungan
hukum terhadap investor ritel yang dirugikan akibat adanya praktik pembentukan
harga semu “marking the close” dan solusinya. Untuk mencapai tujuan tersebut,
maka dilakukan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa
problematika normatif perlindungan hukum terhadap investor ritel yang dirugikan
akibat adanya pembentukan harga semu “marking the close” yaitu di dalam
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal belum secara jelas dan
komperehensif mengatur tentang larangan pembentukan harga semu yang hanya
mengatur secara umum terkait manipulasi harga. Di samping itu, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki regulasi tersendiri yang
secara umum memberikan perlindungan hukum kepada investor ritel yang
dirugikan akibat adanya praktik pembentukan harga semu yaitu dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan
Bursa Efek Indonesia Peraturan Nomor 11-A: Tentang Perdagangan Efek Bersifat
Ekuitas.
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